
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Akhir Rencana
Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada kepala
daerah untuk ditetapkan dengan peraturan kepala
daerah;

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran
yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang
disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Menimbang

BUPATICIREBON,
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1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
ten tang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 ten tang Pembentukan
Daerah -Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 3 1, Tambah an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 ten tang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)danjatau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan
Perekonomian Nasional danjatau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang

Mengingat

"
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Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja,
dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 ten tang hasil Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
ten tang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon.

4

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Cirebon.

Pasal 1

BAB I
KETENTUAN UMUM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATENCIREBON TAHUN 2024.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Peran gkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27);

Menetapkan
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14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang
akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten
Cirebon.

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan
potensi yang dimiliki Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon
untuk periode 5 (lima)Tahun.

10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima)
tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) Tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
Tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan DPRDdan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan
oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan
5 (lima) tahunan.

18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang Iebih
spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang Iebih pendek
dari tujuan.

19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

20. Kebijakan pembangunan adalah arab /tindakan yang diambil
oleh Pemerintah Pusar/Daerahuntuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas /Iayanan
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

24. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang
atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya
pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

25. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari beberapa kegiatan dalam satu program.

26. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa
hasil pembangunarr/Iayanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan APBD.
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a. sebagai dokumen perencanaan bagi Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup
program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang
disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

(1) Maksud Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024
adalah :

Pasa13

BABIII
MAKSUDDANTUJUAN

(1) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 merupakan
dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

(2) Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon mempunyai kedudukan
yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan
pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon dengan RKPD, sebagai
implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka
menengah daerah dan Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian
Visi dan Misi Daerah.

Pasal2

BABII
KEDUDUKAN

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPDatau
dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh pengguna anggaran.
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Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon tahun lalu dan
Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu
terhadap rancangan Awal RKPO,Penelaahan Usulan
Program dan Kegiatan Masyarakat.

sistematika penulisan
dan Pengembangan
Kabupaten Cirebon

hukum, maksud dan tujuan,
Renja Badan Kepegawaian
Sumber Oaya Manusia
Tahun 2024.

Bab ini berisi ten tang latar belakang, landasan

Bab I Pendahuluan

(1)Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya
Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 disusun dengan
sistematika :

Pasal 4

BABIV
SISTEMATlKARENJA

a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai -dengan tugas
pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan
misi pemerintah daerah.

b. menjadi pedoman bagi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon dalam menyusun RKATahun 2024.

c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program
dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu
Tahun 2024 dalam pe1aksanaan tugas dan fungsinya
sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja
impact sasaran, outcome program dan output kegiatan
Renja tabun sebelumnya dan capaian Renstra Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Oaya Manusia
Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Tujuan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Oaya Manusia Kabupaten Cirebon
Tahun 2024 adalah :
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(1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan Renstra
Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap
tahunnya.

(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon melaksanakan Renja melalui
penyusunan RKA dan DPA Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Tahun 2024.

(3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon Tahun 2024 berpedoman atau mengacu
pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan
pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan
dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Pasal5

BABV
PELAKSANAAN

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas

Bab ini berisi ten tang Telaahan terhadap kebijakan
nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon, program dan
Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi ten tang Rencana Program dan
Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi ten tang pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

(2)Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.



10

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Cirebon selaku Pengguna
Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian
indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024
baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

Pasal 7

(1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Oaya Manusia Kabupaten Cirebon selaku Pengguna
Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target
sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024
dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala
paling lambat tiap triwulan.

(2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pencapaian target outcome program yang tercantum dalam
Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat
outcome dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara
berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

(3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung
jawab atas pencapaian target output kegiatan dan
subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan
indikator kinerja kunci yang bersifat output dan akan
dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan
atau paling lambat tiap triwulan.

(4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja
dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2)dan ayat (3)dilaporkan dan diinput melalui
aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti
pendukungnya.

Pasal6

BABVI
PENGENOALIAN,EVALUASIDANPELAPORAN

: .
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Pasal 8

BAB VII
I<ETENTUAN PENUTUP
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1. Yth. Wakil Bupati Circbon:
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KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DA"I
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Demik ian Nota Dinas ini dibuat untu k menjadi bahan pertimbangan
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Pembangunan Jilngka tvklH'l1gah Dacra h. scrt.i '["elt,l C,lr,l 1't'rub,lhell1 1\l'11C.l11.l
Pernbangunan ],lngkc1 i'dnjdng [)e1l'r<lh. l~l'IK.1I1,l 1\·J11h,1I1glll1.l11Idl))',kcl
Meriengah Daerah. dan Rencana Kcrja Pere1l1gkat J),ll'rclh, be)1)\'\c1 rim
Pcnvusun Rel1cell1" Kcrj» 1'L'rdl1gkelt I ),1('r.1h d ill'l.l~)k,ll1 dVI))',cll1 K('I)lItll<'clll
Kepala Daer c1h.

Yth. Bapak Bupati Cirebon
Kepala Badan Kepegawaian dan Pt'ngt'lllbal1gc111Surnbor 1\1\'a ,\lcll1U<,i.1
Kabupaten Cirebon
W Maret 2ll2.~

051 / f)~ - I3KPSDM
Sangat Segera
1 (satu) berkas
Peraturan Bupati Cirebon tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon
Tahun 2024.

NOTA DINAS

Tanggal
Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Kepada
Dari

,PEMERINTAH j(ABUPATEN CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
Jalan Sunan Muria Nomor 100Telepon/Fax. (0231) 320816

Website: http://bkpsdm.cirebonkab.go.id email: bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUM B E R - 45611
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